ABSTRAK

Pemerintah memiliki kewenangan untuk memastikan lingkungan hidup ada di
dalam keadaan yang baik. Telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah bahwa, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
bertanggung jawab atas lingkungan hidup dengan pembagian yang telah diatur dalam
undang-undang tersebut. Masalah lingkungan yang disebabkan oleh limbah sering terjadi.
Jenis limbah yang menyebabkan pencemaran lingkungan adalah limbah sampah alat peraga
kampanye pemilu. Limbah yang muncul lima tahun sekali tetapi sangat berpotensi untuk
menjadi pennyebab pencemaran lingkungan terkhusus di Kabupaten Pati. Bagaimana
Pengelolaan Limbah Sampah alat peraga kampanye pasca pemilu 2024 oleh Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Pati dan apa kendala yang dihadapi dalam pengeolaan
limbah sampat alat peraga kampanye tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan doktrinal. Dalam
penelitian ini, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis yang berfokus untuk
memberi penjelasan dan jawaban terkait permasalahan yang ada dengan memadukan
informasi yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang
didukung dengan informasi yang didapatkan melalui wawancara sebagai pendukung data
yang ada. Metode yang digunakan dalam menganalisis data dan informasi yang ada ini
menggunakan metode kualitatif. Informasi yang didapat akan diolah dan dikembangkan
untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Hasil penelitian yang didapat, menyatakan bahwa pengelolaan limbah sampah
APK di Kabupaten Pati dijalankan oleh KPU Kabupaten Pati. Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pati hanya mengawasi proses yang KPU Pati lakukan. Dinas Lingkungan Hidup
belum melaksanakan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2007 yang menerangkan
jika DLH memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan limbah dan sampah yang
timbul di wilayahnya. Belum terlaksana kewenangan tersebut disebabkan karena beberapa
kendala. 1)Tumpeng tindih kewenangan antara KPU pati dan DLH Pati. 2)Belum ada
regulasi yang mengatur kejelasan dalam pembagian peran serta tanggung jawab dalam
pengelolaan limbah sampah APK.3) Keterbatasan anggaran dana.4) Belum ada skema daur
ulang dan fasilitas daur ulang limbah sampah APK.5) Rendahnya kesadaran untuk menjaga
lingkungan dari peserta pemilu.
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